KPPOD DUKUNG SE KEMENDAGRI DAN LKPP
SOAL PENCAIRAN APBD
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Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)' mendukung Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menerbitkan Surat Edaran (SE)
Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Surat Edaran tersebut terbit dengan Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja daerah sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar
rumput. Maka daerah yang dengan sengaja memperlambat serapan APBD harus
mendapatkan sanksi tegas.

"Kami mengapresiasi SE Kemendagri dengan LKPP itu untuk menggenjot belanja
daerah. Pasalnya rendahnya serapan anggaran terkait proses pengadaan barang dan jasa,”
ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur KPPOD Arman Suparman melalui keterangan
tertulis. Menurutnya, SE Kemendagri dengan LKPP mesti menjadi pendorong bagi seluruh
pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengoptimalkan belanja APBD. Keinginan
pemerintah pusat mendongkrak ekonomi harus menjadi perhatian dan diikuti pemangku
kepentingan di daerah. Arman Suparman mengatakan daerah dengan serapan rendah mesti
diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat. Sebaliknya, daerah yang
berhasil menyerap seluruh APBD mesti dikasih apresiasi berupa tambahan anggaran.
"Nanti bisa Kemdagri dengan Kemkeu bisa buat surat edaran untuk sanksi yang serapan
rendah. Itu supaya daerah ke depan daerah melaksanakan instruksi pusat. Pasalnya
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bergantung pada serapan anggaran daerah,"
katanya.
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Sementara itu Wakil Ketua Komisi Il DPR Junimart Girsang mengatakan rendahnya
serapan anggaran daerah merupakan persoalan klasik yang sistematis. Diduga terdapat
keuntungan dari aksi yang sudah berlangsung lama ini.

"Aksi ambil untung dengan cara memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu tegakkan
disiplin anggaran, pengawasan ditingkatkan dengan ketat," tegasnya.

Ketika daya serap anggaran rendah, anggaran tahun berikutnya mesti dievaluasi.
Kemendagri mesti berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan
belanja daerah. "Selain itu libatkan DPR, Komisi 2 untuk fungsi pengawasannya melalui
Kemendagri," ungkapnya.

Tito Karnavian sebelumnya mengatakan percepatan realiasi anggaran daerah

diharapkan dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga
mendongkrak daya beli ditingkat rumah tangga meningkat. Peningkatan ini dinilai mampu
mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional. la pun meminta agar kepala daerah dapat
meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua tahun 2021. Pasalnya, jenis belanja ini
dinilai dapat langsung berdampak kepada masyarakat.
Tito Karnavian pun mengingatkan agar belanja modal harus dilakukan melalui program
padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM juga
mesti memperhatikan kualitas dan harga barang.

Dorongan peningkatan belanja barang dan jasa itu berkaitan dengan arahan Presiden
yang menginginkan pada 2021 menjadi momentum penanganan pandemi sekaligus
memulihkan ekonomi secara lebih baik lagi. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian
Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada 2021 di triwulan pertama masih minus 0,67%.
Padahal pertumbuhan ekonomi pada akhir 2022 ditargetkan mencapai angka plus 5% ke
atas.
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Catatan:

Surat Edaran Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur beberapa hal antara
lain:
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Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk dalam negeri,

peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa, maka :

a. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil
produksi dalam negeri serta mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen)
dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

b. Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun
dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki
penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

c. Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan
kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan,
subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan

barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada

pedagang/merchant yang bergabung dengan Penyelenggara Perdaganganan Melalui Sistem

Elektronik (PPMSE/Marketplace) pada Bela pengadaan.

i Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi aerah atau KPPOD adalah lembaga independen pemantauan
pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak
tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang Undang N0.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu
dicermati terus menerus demi keberhasilannya demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat di semua
bagian negara berdasarkan potensi dan keanekaragamannya tanpa meninggalkan prinsip kesatuan Republik
Indonesia.

i Bela Pengadaan adalah Aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan para
pelaku UMKM “menawarkan” dan memasarkan produknya agar bisa mendukung kebutuhan pemerintah.
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